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Mengingat 

BUPATI TASIKMALAYA 
PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR 20 TAHUN 2024 

TENTANG 

PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA 

TAHUN ANGGARAN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

bahwa untuk melaksanakan ketentua n Pasal 97 ayat 3 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan 
Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2024; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2851); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir 
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6914); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
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diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6623); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2016 Nomor 1); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 3); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 
Nomor 8); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 
Tahun 2023 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 
Nomor 10); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 
Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Nomor 1); 
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13. Peraturan Bupati Tasikmlaya Nomor 19 Tahun 2024 
tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten 
Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2024 Nomor); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DANA BAGI 
HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA 
DESA TAHUN ANGGARAN 2024. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah 

kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

2. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah adalah alokasi dana dari 
penerimaan Pajak Daerah untuk Desa dalam wilayah 
Kabupaten Tasikmalaya. 

3. Dana Bagi Hasil adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang 
dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan 
tertentu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah 
penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan 
fiskal antara Pemerintah dan Daerah, ser ta kepada Daerah 
lain non penghasil dalam rangka menanggulangi 
eksternalitas negatif danl atau meningkatkan pemerataan 
dalam satu wilayah. 

4. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai 
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan danl atau diberikan oleh Pemerintah 
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

5. Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah adalah alokasi dana dari 
penerimaan Retribusi Daerah untuk Desa dalam wilayah 
Kabupaten Tasikmalaya. 

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
danl atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

BAB II 
ALOKASIDANA 

Pasal2 
(1) Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah k epada Desa Tahun 

Anggaran 2024 dihitung sebesar 10% (sepuluh persen) dari 
realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 
setelah hasil pembulatan. 
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(2) Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi kepada Desa Tahun 
Anggaran 2024 dihitung sebesar 10% (sepuluh persen) dari 
realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 
2023 setelah hasil pembulatan. 

(3) Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa Tahun 
Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sebesar Rp12.170.217.000,00 (dua belas milyar seratus 
tujuh puluh juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah). 

(4) Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa 
Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
sebesar Rp568.219.000,00 (lima ratus en a m puluh delapan 
juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah). 

(5) Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana 
dimaksud pada aya t (3) dan ayat (4) tercantum alam 
Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Pera turan Bupati ini. 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 3 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan 
pengundangan Pera turan Bupati ini dengan pe em atannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundangkan d i in gaparna 
pada tanggal 6 \1 ei 2024 

SEKRETAR DAERAH 
KABUPATEN ASIKMALAYA, 

Di etapkan . S'nga parna 
p ada tanggal 6 1. i 2024 

BUPATI TASIKM L VA, 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 


